BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-2s°c TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SETELAH DIKURANGI NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

Menimbang

Mengingat

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan
Peraturan Bupati untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah
jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2), perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Bupati Belitung Timur tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Setelah Dikurangi
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak;

bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: HK.00.03-25c TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SETELAH DIKURANGI NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan
Peraturan Bupati untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah
jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2), perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Bupati Belitung Timur tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Setelah Dikurangi
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak;

bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 130);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SETELAH DIKURANGI NILAI JUAL OBJEK
PAJAK TIDAK KENA PAJAK.

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung
Timur tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Setelah Dikurangi Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak dengan Susunan tim sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Setelah Dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak;

2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan
Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Setelah
Dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak; dan



3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Belitung Timur tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Setelah Dikurangi Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak saat proses harmonisasi.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Ml 2024

BUPATL BELITUNG @,

BURHA@ N




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR  : HK.00.03- 2s6TAHUN 2024
TANGGAL : o et 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SETELAH DIKURANGI NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

No. | Jabatan Dalam Tim

Nama/NIP/Jabatan Dalam Kedinasan

1. | Penanggung Jawab

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Belitung Timur

2. | Ketua

Sekretaris Badan  Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

3. | Wakil Ketua

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur

4. | Sekretaris

Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung Timur

5. | Anggota

a. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Belitung Timur

b. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Belitung Timur

c. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan
Pelaporan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

d. Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung Timur

e. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

f. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

g. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

h. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung Timur




